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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

Dana desa hadir sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap level 

pemerintahan paling bawah yaitu desa untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya baik itu dalam segi pembangunan maupun pemberdayaan 

masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran besar terhadap pengelolaan dana desa. 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi 

acuan oleh Pemerintahan Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah untuk 

pengelolaan dana desa. Terdapat lima tahapan pengelolaan keuangan desa yang 

digunakan untuk menjelaskan pengelolaan dana desa di Desa Pulau Banjar Kari 

dan Desa Koto Tuo Kopah yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Mengacu pada hasil analisis dan temuan data di lapangan, terdapat dua 

faktor keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Pulau Banjar Kari dan Desa 

Koto Tuo Kopah yaitu; pertama, ketepatan waktu penyampaian laporan 

pertanggung jawaban dan kesesuaian perencanaan dengan realisasi kegiatan. 

Kedua, harmonisasi antara pemerintah desa yang mempengarui partisipasi 

masyarakat. Ketiga, kepedulian dan masyarakat yang homogen. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas tentang pengelolaan dana 

desa di Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah, terdapat beberapa saran 

dari peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

6.2.1 Saran Teoritis 

1. Berdasarkan penggunaan Permendagri No 20 Tahun 2018 

Tentang Keuangan Desa, melalui setiap tahapan pengelolaan 

keuangan dapat menganalisis pengelolaan dana desa di sebuah 

desa. 

2. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam 

menganalisis pengelolaan dana desa yang peneliti gunakan 

dapat mengukur sejauh mana peran pemerintah desa dalam 

proses pengelolaan dana desa. 

3. Saran dalam penelitian kedepannya adalah diharapkan peneliti 

selanjutnya mengkaji dengan melihat dari prinsip-prinsip good 

governance lainnya dan menganalisis peran aktor-aktor 

pemerintah desa lebih khususnya lagi dalam kajian dana desa. 

6.2.2 Saran Praktis  

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa 

lainnya dalam hal pengelolaan dana desa dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip good governance agar 
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memperoleh hasil pengelolaan yang lebih maksimal khususnya 

dalam pengelolaan dana desa. di samping itu, pemerintah desa 

lainnya lebih memaksimalkan perannya dalam kemajuan 

desanya masing-masing. 

2. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih aktif 

tentang posisinya dalam penyelenggaraan setiap kebijakan 

pemerintah desa. Masyarakat dituntut lebih peduli terhadap 

lingkungan sekitar khususnya dalam berbagai kegiatan yang 

diadakan oleh pemerintah desa 

3. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terhadap 

sinergitas antara stakeholders masyarakat yang ada di desanya 

masing-masing.  

 

 

 

 

 

 

 


